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Abstrak
 

Dalam mengkaji masalah penahanan kapal, dilihat dari segi Hukum Indonesia dan hukum lain, khususnya

hukum Common Law, diusahakan menemukan kesamaan dan perbedaannya, untuk selanjutnya dapat

digunakan sebagai pedoman dalam usaha perencanaan dan pembentukan hukum maritim di Indonesia.

 

Masalah ?penahanan kapal' hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law ternyata berbeda dengan

sistem Common Law yang banyak diikuti oleh konvensi Internasional, tetapi dengan adanya konvensi untuk

unifikasi peraturan penahanan kapal (arrest kapal) dapat diakomodasikan dalam Hukum Acara Perdata

Nasional.

 

Jika diperhatikan ketentuan beberapa negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, prosedur tuntutan

terhadap penahanan kapal agak berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem Common Law,

terutama mengenai jenis-jenis klaim yang dapat menimbulkan tuntutan terhadap penahanan kapal.

 

Praktek di Pengadilan Negeri eksekusi terhadap hipofik kapal sama dengan eksekusi hipotik tanah (barang

tidak bergerak) karena menggunakan Pasal 224 HIR jo 195 HIR sampai dengan 200 HIR dan tidak

menggunakan Pasal 559 - 599 Rv.

 

Apabila dibandingkan, praktek pelaksanaan arrest kapal sebagai sita jaminan di  Indonesia dilakukan oleh

juru sita dengan menyampaikan penetapan Ketua  Pengadilan kepada Nahkoda dan Syahbandar di mana

kapal tersebut ditahan, oleh karena itu prosedur sita terhadap kapal, baik sita jaminan atau sita eksekusi,

agak berlarut-larut, sedangkan menurut sistem hukum Common Law, prosedur untuk menahan kapal sejak

diajukan aplikasi permohonan hanya memakan waktu tiga hari, dan tergugat baru dapat melepaskan

kapalnya setelah menyerahkan sejumlah uang jaminan sebesar utang yang dituntut kepada pengadilan.

 

Dalam tulisan ini, Penulis mengkaji masalah penahanan kapal, berturut turut  penahanan kapal Joharmanik I

dan II dan selanjutnya penahanan kapal Niaga XXXI, serta perkara perdata antara Ambach Marine Ltd.

sebagai penggugat dan PT Pelayaran Badra Samudra Antar Nusa sebagai Tergugat yang menyangkut di

dalamnya sita jaminan dan eksekusi atas kapal. Dalam permohonan Peninjauan Kembali PT Pelayaran

Badra Samudra Antar Nusa sebagai Penggugat dan Hima Shipping (PTE) Ltd sebagai Tergugat.
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